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ABSTRAK

PENGELOLAAN SAMPAH YANG MENGANDUNG BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI UNIVERSITAS LAMPUNG

Oleh
REKA BONITA

Pengelolaan sampah yang mengandung B3 dimulai dengan identifikasi yang
penting untuk menentukan jenis, karakteristik, dan potensi bahayanya. Proses ini
harus mengikuti peraturan pengelolaan sampah yang berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, termasuk Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan kerangka
hukum untuk pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi pengelolaan sampah yang mengandung B3 di
Universitas Lampung sesuai dengan regulasi yang berlaku serta mengungkap
hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini
dilakukan dengan metode Yuridis Normatif, yang fokus pada pengumpulan dan
analisis peraturan hukum terkait pengelolaan sampah B3, dan Yuridis Empiris,
yang melibatkan pengamatan lapangan dan wawancara dengan pihak terkait untuk
mengumpulkan informasi relevan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pengelolaan
sampah yang mengandung B3 di Universitas Lampung menunjukkan kemajuan
dalam dokumentasi dan kerja sama, namun masih menghadapi tantangan dalam
kebijakan internal, sistem pemilahan, dan fasilitas TPS. Implementasinya perlu
ditingkatkan melalui langkah strategis yang melibatkan kesadaran, infrastruktur
memadali, dan sinergi antara aspek yuridis normatif dan empiris. Dengan komitmen
lebih dan pendekatan holistik, Universitas Lampung dapat mengoptimalkan
pengelolaan sampah B3, melindungi lingkungan, dan memberikan contoh bagi
institusi lain.

Saran dalam penelitian ini adalah Universitas Lampung perlu meningkatkan
sosialisasi dan menciptakan kegiatan inovatif untuk mendorong partisipasi civitas
akademik dalam pengelolaan sampah berbahaya (B3). Selain itu, dorongan untuk
menghidupkan kembali program pengelolaan sampah B3 secara optimal beserta
pembinaan pengelolaan yang berkelanjutan juga sangat diperlukan agar fasilitas
yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Kata Kunci: Sampah B3, Pengelolaan, Universitas Lampung



ABSTRACT

MANAGEMENT OF WASTE CONTAINING HAZARDOUS AND TOXIC
MATERIALS (B3) AT THE UNIVERSITY OF LAMPUNG

By

REKA BONITA

The management of hazardous waste begins with identification, which is important
to determine its type, characteristics, and potential hazards. This process must
follow waste management regulations guided by Law No. 18/2008 on Waste
Management, including Law No. 32/2009 on Environmental Protection and
Management and Government Regulation No. 22/2021 on the Implementation of
Environmental Protection and Management, which provide a legal framework for
waste management and environmental protection. This research aims to identify
the management of waste containing hazardous and toxic substances (B3) at
Lampung University in accordance with the applicable regulations and reveal the
obstacles and challenges faced in the process. This research was conducted using
the Yuridis Normatif method, which focuses on collecting and analyzing legal
regulations related to hazardous waste management, and Yuridis Empiris, which
involves field observations and interviews with relevant parties to collect relevant
information.

Based on the results of this research and discussion, it shows that hazardous waste
management at Lampung University shows progress in documentation and
cooperation, but still faces challenges in internal policies, sorting systems, and
landfill facilities. Its implementation needs to be improved through strategic steps
involving awareness, adequate infrastructure, and synergy between normative and
empirical juridical aspects. With more commitment and a holistic approach,
Universitas Lampung can optimize hazardous waste management, protect the
environment, and set an example for other institutions.

The suggestion in this research is that Lampung University needs to increase
socialization and create innovative activities to encourage community participation
in hazardous waste management (B3). In addition, encouragement to revive the B3
waste management program optimally along with sustainable management
guidance is also very necessary so that existing facilities can be utilized optimally.

Keywords: Hazardous Waste, Management, University of Lampung
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah prinsip-prinsip
fundamental yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan untuk memastikan
keberhasilan dan keadilan dalam implementasinya. Dalam pengelolaan sampah,
terutama sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), penerapan AUPB menjadi
sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengelolaan dilakukan secara
efektif dan bertanggung jawab.! Dengan demikian, setiap orang harus memahami
dan mengikuti prinsip-prinsip AUPB dalam pengelolaan sampah yang mengandung
B3 untuk memastikan bahwa proses pengelolaan dilakukan dengan baik.

Pengelolaan sampah yang mengandung B3 di dimulai dengan identifikasi
sampah, yang merupakan langkah awal yang penting untuk menentukan jenis,
karakteristik, dan bahaya potensial yang terkait dengan sampah tersebut.?
Identifikasi sampah yang mengandung B3 harus mengikuti peraturan perundang-
undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memberikan
kerangka hukum untuk perlindungan lingkungan dan pengelolaan sampah,
termasuk sampah yang mengandung B3, dengan menekankan pada pencegahan
pencemaran dan perlindungan kesehatan manusia. Identifikasi yang tepat
memungkinkan pengelolaan yang sesuai dengan standar dan mengurangi risiko

yang dapat ditimbulkan oleh sampah yang mengandung B3.3

! Erwinsyah Erwinsyah, “Peluang Ekonomi Hijau Dan Ketrampilan Hijau Menuju Netral Karbon

Indonesia Tahun 2060,” Jabe (Journal Of Applied Business And Economic) 8, No. 2 (2021): 159—
81

2 Alyza Putri, “Pengawasan Sampah Aluminium Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan

Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Dan Perspektif Mafsadah Maslahat (Studi Di

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim, 2024).

3 CIndy Yohanna Silaban, “Manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja (k3) dalam

pengelolaan sampah medis B3 di rsud dr h bob bazar, skm kalianda tahun 2024 (Poltekkes

Kemenkes Tanjungkarang, 2024).



Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 juga berperan penting dalam
mengatur pengelolaan sampah yang mengandung B3. Peraturan ini menetapkan
ketentuan mengenai pengelolaan sampah, termasuk pengumpulan, pemisahan, dan
penanganan sampah yang mengandung B3. Kepastian hukum yang diberikan oleh
peraturan ini memastikan bahwa pengelolaan sampah yang mengandung B3
dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan meminimalkan dampak
negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Implementasi yang sesuai
dengan peraturan ini akan memastikan bahwa setiap jenis sampah yang
mengandung B3 diidentifikasi dengan benar dan ditangani dengan cara yang
efektif.*

Pengelolaan sampah yang mengandung B3 adalah pengumpulan dan
pemisahan. Proses ini harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024.
Peraturan ini memberikan petunjuk rinci mengenai cara pengumpulan dan
pemisahan sampah yang mengandung B3 untuk memastikan bahwa setiap jenis
sampah dikumpulkan dan dipisahkan dengan benar. Kepastian hukum yang
diberikan olen Permen LHK Nomor 9 Tahun 2024 memastikan bahwa prosedur
pengumpulan dan pemisahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
dapat dipertanggungjawabkan.®

Keterbukaan dan akuntabilitas adalah dua prinsip yang sangat penting dalam
pengelolaan sampah yang mengandung B3. Keterbukaan berarti bahwa informasi
mengenai jenis dan jumlah sampah yang mengandung B3 yang dihasilkan, serta
metode penanganannya, harus tersedia secara transparan kepada pihak-pihak
terkait.® Ini memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang lebih baik terhadap
praktik pengelolaan sampah yang mengandung B3 dan membantu mencegah

potensi pelanggaran atau penyimpangan dari peraturan.” Akuntabilitas, di sisi lain,

4 Diah Fitri Ekarini et al., “Problematika Impor Sampah Di Indonesia: Kepentingan Politik,
Ekonomi, Atau Lingkungan?,” Environment Conflict 1, no. 1 (2024).

° Kesya Alfa Rambu Hana Tonga, Yohanes G Tuba Helan, and Rafael Rape Tupen, “Pengaturan
Tanggungjawab Puskesmas Sikumana Dalam Pengelolaan Sampah Medis Di Tinjau Dari Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Medis,” JURNAL
HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 3, no. 2 (2024): 80-95.

® Widian Nigrum et al., “Analisis Pengelolaan Sampah yang mengandung B3 Medis Di Sumatera
Barat,” Jurnal Migasian 8, no. 1 (2024): 56-64.

" Winanda Putri Ulfah, “Analisis Sistem Pengelolaan Sampah yang mengandung B3 Medis Pada
Era Pandemi COVID-19 Di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun



menuntut bahwa setiap tindakan dalam pengelolaan sampah yang mengandung B3
harus dapat dipertanggungjawabkan. Ini melibatkan pencatatan dan pelaporan yang
akurat mengenai proses pengelolaan sampah yang mengandung B3 untuk
memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan dan standar
yang ditetapkan.®

Prinsip proporsionalitas dan profesionalitas juga harus diterapkan dalam
pengelolaan sampah yang mengandung B3. Prinsip proporsionalitas mengacu pada
penilaian bahwa tindakan yang diambil dalam pengelolaan sampah yang
mengandung B3 harus sesuai dengan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh sampah
tersebut. Dengan kata lain, langkah-langkah yang diambil harus sebanding dengan
risiko yang ada.® Profesionalitas, di sisi lain, mengacu pada keterampilan dan
pengetahuan yang diperlukan dalam menangani sampah yang mengandung B3. Ini
termasuk pelatihan bagi personel yang terlibat dalam pengelolaan sampah yang
mengandung B3 untuk memastikan bahwa mereka memiliki keahlian yang
diperlukan untuk menangani sampah dengan cara yang aman dan efektif.

Dalam pengelolaan sampah yang mengandung B3, tahap-tahap seperti
pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, dan pembuangan akhir harus dilakukan
dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini. Pengangkutan sampah yang
mengandung B3 harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kontaminasi
atau kecelakaan. Penyimpanan harus dilakukan di fasilitas yang sesuai dan
memenuhi standar keamanan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Pengolahan
dan pembuangan akhir harus dilakukan dengan teknologi dan metode yang dapat
mengurangi dampak lingkungan dan mematuhi peraturan yang berlaku.°

Model pengelolaan sampah yang mengandung B3 yang tepat berdasarkan
hukum harus mengintegrasikan semua aspek yang telah dibahas di atas. Model ini

harus memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan dilakukan sesuai dengan

20217 (Universitas Andalas, 2021).
8 Bara Firmansyah, Fenty Puluhulawa, and Lisnawaty W Badu, “Penerapan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 Pasal 109 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Perkara:
Jurnal llmu Hukum Dan Politik 2, no. 1 (2024): 336-58.
® R A Rachman (2024) "Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Figh Al-Bi’Ah (Studi Kasus Pembuangan Sampah Bahan
Berbahaya Dan Beracun Di TPS Bangkalan)”.
10 Soemantri, Y. V., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2017). Lingkungan Hidup (Studi Dumping
Sampah tanpa lzin Terkait dan Berdasarkan Putusan Nomor 61/pid. sus/2015/pn. unr. Jo. Nomor
162/pid. sus/2016/pt. smg.). Diponegoro Law Journal, 6(2), 1-18.



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan prinsip AUPB untuk
mencapai pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan
mengikuti model ini, dapat dipastikan bahwa pengelolaan sampah yang
mengandung B3 dilakukan dengan cara yang aman, efektif, dan sesuai dengan
standar hukum dan etika yang berlaku.

Penerapan AUPB dalam pengelolaan sampah yang mengandung B3 adalah
langkah penting untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan
berkelanjutan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip seperti kepastian hukum,
keterbukaan, akuntabilitas, proporsionalitas, dan profesionalitas, serta mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dipastikan bahwa pengelolaan
sampah yang mengandung B3 dilakukan dengan cara yang aman dan bertanggung
jawab. Model pengelolaan yang tepat dan penerapan prinsip-prinsip AUPB akan
membantu dalam mencapai tujuan perlindungan lingkungan dan kesehatan
Masyarakat.

Universitas Lampung  merupakan  lembaga  pemerintah  yang
menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dilakukan di lingkungan kampus
contohnya seperti penelitian, praktikum dan kegiatan lainnya yang kemudian
menghasilkan sejumlah sampah yang dimana sampah tersebut menghasilkan
kandungan B3. Sampah yang mengandung B3 ini dapat berasal dari berbagai
sumber, seperti laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium farmasi dan
kegiatan lain yang melibatkan penggunaan bahan kimia. Sampah yang mengandung
B3 memiliki karakteristik yang khas, yaitu bersifat berbahaya dan beracun. Sifat
berbahaya ini dapat berupa mudah terbakar, reaktif, korosif, toksik, infeksius, atau
radioaktif.!?

Fakta empiris menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang mengandung
B3 di Universitas Lampung hingga saat ini masih memerlukan perhatian lebih
besar. Meskipun sudah ada inisiatif dan prosedur pengelolaan sampah, namun
implementasinya belum sepenuhnya optimal. Pengelolaan sampah yang
mengandung B3 sering kali menghadapi kendala terkait dengan infrastruktur dan

kesadaran dari civitas akademika. Misalnya, beberapa laboratorium belum

11 Fikri Naufal Uyun, Frency Siska, and Nurul Chotidjah, “Pengawasan Pemerintah Daerah
Terhadap Penglolaan Sampah B3 Internal Rumah Sakit,” Jurnal Riset llmu Hukum 2, no.1 (2022):
52-56.Ibid., 52-56.



memiliki sistem pemilahan sampah yang memadai, dan fasilitas penyimpanan
sementara sampah yang mengandung B3 belum sepenuhnya memenuhi standar
keamanan. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko kontaminasi jika sampah yang
mengandung B3 tidak dikelola dengan benar sebelum dibuang atau diproses lebih
lanjut oleh pihak ketiga.

Dalam upaya pengelolaan sampah yang mengandung B3 di Unila, terdapat
beberapa permasalahan mendasar yang perlu diatasi untuk mencapai pengelolaan
yang efektif dan sesuai dengan regulasi. Salah satu permasalahan utama adalah
ketidakcukupan sistem identifikasi dan klasifikasi sampah yang mengandung B3.
Kurangnya pemahaman mengenai karakteristik bahaya sampah yang mengandung
B3 mengakibatkan pencampuran sampah berbahaya dengan sampah umum, yang
dapat mengakibatkan risiko kesehatan dan lingkungan. Selain itu, fasilitas
penyimpanan yang ada mungkin belum memadai dalam hal kapasitas atau
perlindungan yang sesuai, menyebabkan potensi kebocoran atau kontaminasi.
Sistem pengangkutan yang tidak sesuai juga berisiko dalam hal keamanan dan
efisiensi, sementara proses pengolahan dan pembuangan akhir yang tidak optimal
dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Urgensi dari penelitian ini sangat tinggi mengingat dampak negatif yang
mungkin timbul akibat pengelolaan sampah yang mengandung B3 yang tidak
memadai. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan
lingkungan dan kesehatan masyarakat, Unila perlu segera mengadopsi praktik
pengelolaan yang sesuai untuk mencegah risiko berkelanjutan. Implementasi model
pengelolaan yang efektif tidak hanya akan memastikan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, tetapi juga akan memberikan kontribusi pada
penciptaan lingkungan kampus yang lebih aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu,
penelitian ini bukan hanya relevan untuk kepentingan internal Unila, tetapi juga
untuk menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain dalam pengelolaan sampah yang
mengandung B3.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian
Skripsi dengan judul “Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3) di Universitas Lampung”



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka

perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana pengelolaan sampah yang mengandung B3 di Universitas Lampung
berdasarkan regulasi yang berlaku?
Bagaimana implementasi pengelolaan sampah yang mengandung B3 di

Universitas Lampung?

. Apa hambatan dan tantangan dalam pengelolaan sampah yang mengandung B3

di Universitas Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sampah yang mengandung B3 di
Universitas Lampung berdasarkan regulasi yang berlaku.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan sampah yang
mengandung B3 di Universitas Lampung.

Untuk mengetahui apa hambatan dan tantangan dalam pengelolaan sampah

yang mengandung B3 di Universitas Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis

Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang Pengelolaan Sampah
yang\Mengandung B3 di lingkungan Pendidikan tinggi. Memberikan kontribusi
signifikan dalam pengembangan Teori dan model pengelolaan sampah yang
mengandung B3, khususnya dalam konteks institusi pendidikan.

Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi Universitas Lampung dalam meningkatkan kualitas
pengelolaan sampah yang mengandung B3, serta menjadi referensi bagi

perguruan tinggi lain dalam mengelola sampah yang mengandung B3.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan adalah
hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu!?. Kewenangan
memiliki beberapa definisi yaitu hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan
membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada
orang lain, serta fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan juga dapat
didefinisikan sebagai penyerahan atau pelimpahan wewenang dari atasan
kepada bawahan dalam lingkungan tugas tertentu dengan kewajiban
mempertanggung-jawabkannya kepada yang menugasi.

Kewenangan merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk
melakukan sesuatu. Kewenangan berasa dari kata wewenang yang berarti hal
yang berwenang. Kewenangan berarti kekuasaan yang berasal dari kekuasaan
legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan terbagi atas
kekuasaan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang
pemerintahan tertentu.!3

Menurut H.D. Stoud dalam buku yang ditulis oleh Ridwan HR,
kewenangan merupakan keseluruhan aturan yang mengatur tentang bagaimana
subjek hukum publik memperoleh dan menggunakan kekuasaan pemerintahan,
yang semuanya berada dalam lingkup hukum publik. Hal ini menunjukkan
bahwa terdapat hubungan yang erat antara kewenangan dan wewenang. 4

Menurut Bagir Manan, dalam konteks hukum, wewenang tidak bisa
disamakan dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya mencerminkan adanya hak

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sementara itu, wewenang

12 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), him 1621.
13 Prajudi Admosudirjo, Teori Kewenangan (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), him. 16 I,
14 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008), him. 110.



mencakup bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban untuk bertindak.®

Goorden menyatakan bahwa wewenang merupakan kumpulan hak dan
kewajiban yang secara jelas diberikan oleh pembuat undang-undang kepada
subjek hukum publik. Dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi
negara, kewenangan menempati posisi yang sangat penting. Saking pentingnya,
F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek bahkan menyebut kewenangan sebagai
konsep inti dalam kedua cabang hukum tersebut. 6

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan dapat diperoleh dari tiga
sumber utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merujuk pada
kewenangan asli yang diberikan berdasarkan ketentuan dalam hukum tata
negara. Dalam hal ini, atribusi adalah kewenangan untuk menetapkan keputusan
(besluit) yang secara langsung berasal dari undang-undang dalam arti materiil.
Dalam definisi lain, atribusi juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan
suatu kewenangan tertentu yang kemudian diserahkan kepada organ tertentu.
Pembentukan kewenangan ini hanya dapat dilakukan oleh organ yang memiliki
wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.t’

Menurut pendapat Brouwer J.G. dan Schilder, mengemukakan bahwa ada
perbedaan yang mendasar lain antara kewenangan atribusi dan delegasi, yaitu:
“Dalam atribusi, kewenangan yang diberikan sudah tersedia dan siap untuk
dialihkan. Berbeda halnya dengan delegasi, yang tidak serta-merta dapat
dilakukan. Sehubungan dengan asas legalitas, delegasi kewenangan tidak dapat
dilakukan secara luas, melainkan hanya dapat terjadi apabila ketentuan hukum
secara tegas mengatur kemungkinan adanya pelimpahan tersebut. Sementara
itu, mandat merupakan bentuk pelimpahan wewenang dari pejabat atasan
kepada pejabat bawahan dengan tujuan agar bawahan tersebut dapat membuat
keputusan atas nama pejabat yang memberikan mandat.'® Dengan demikian,
dalam mandat, pejabat penerima mandat (mandataris) menjalankan tugas atas

nama pejabat pemberi mandat (mandans). Artinya, pejabat yang memberi

15 Nurmayani , Hukum Administrasi Daerah (Universitas Lampung Bandar lampung: 2009), him.

26.

16 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2009), him. 99.
17 Nur Basuki minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Laksbang Mediatama, Yogyakarta: 2010), him. 70.

18 Ibid. him 75.



mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak mewakilinya dalam kapasitas
sebagai pemberi mandat.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 1 angka 6, kewenangan diartikan
sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintah
maupun penyelenggara lainnya untuk bertindak dalam lingkup hukum publik.
Kewenangan ini dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan
mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat
pemerintah yang berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang lainnya. Sementara itu, delegasi
adalah bentuk pelimpahan kewenangan dari suatu badan atau pejabat
pemerintahan kepada pejabat lain yang lebih rendah, di mana tanggung jawab
serta kewajiban hukum sepenuhnya berpindah kepada pihak penerima delegasi.
Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan
yang lebih tinggi kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah
dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Kewenangan (bevoegdheden) melekat pada Jabatan (het ambt). Tanpa
Jabatan tidak bakal ada Kewenangan Jabatan (het ambt) adalah badan (orgaan)
hukum publik, merupakan sumber keberadaan Kewenangan. Dalam
menfungsikan Kewenangan yang melekat padanya, Jabatan (het ambt) diwakili
olen manusia pribadi (natuurlijke persoon), lazim disebut Pejabat
(ambtsdrager) atau Pejabat Pemerintahan. Badan Pemerintahan adalah wujud
badan pemerintahan (bestuursorgaan) dalam format kelembagaan, semacam
kementerian, instansi/jawatan yang dalam menfungsikan kewenangannya, juga
diwakili oleh Pejabat (ambtsdrager).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah
inti dari suatu negara. Kewenangan ini merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh
individu atau kelompok untuk mengatur, memerintah, dan melaksanakan tugas
di bidang masing-masing. Dalam melaksanakan tugas, individu atau kelompok
yang memiliki kekuasaan akan menjalankan wewenangnya sesuai dengan

otoritas yang telah diberikan kepada mereka.
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2.1.2 Sumber Kewenangan

Pendapat para ahli tentang kewenangan dan asal-asal kewenangan yang
bermacam-macam, ada yang menghubungkan kewenangan dengan kuasa dan
juga memisahkannya serta memisahkan antara atribusi, delegasi dan mandat.

Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwasannya semua langkah

pemerintahan harus berdasarkan atas kewenangan yang valid (sah).

Kewenangan didapat dengan tiga (3) sumber, yaitu kewenangan atribusi,

kewenangan delegasi, dan kewenangan mandat.

1. Kewenangan atribusi biasanya dibataskan melalui pengelompokan kuasa
negara oleh undang-undang dasar, namun dalam kewenangan delegasi dan
kewenangan mandat ialah kewenangan yang bersumber dari penyerahan.*®
Wewenang juga dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk membuat
keputusan, memberi perintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada
orang lain, fungsi yang mungkin tidak selalu dilaksanakan. Kewenangan
harus didasarkan pada ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga
kewenangan tersebut adalah sah.

2. Pada delegasi, proses penyerahannya bersumber dari organisasi
pemerintahan terhadap organisasi pemerintahan lain atas dasar peraturan
perundang-undangan, dan tanggungjawab bepindah kepada delegataris
(penerima delegasi). Yang memberi delegasi tidak bisa memakai
wewenang kembali, terkecuali setelah adanya penarikan berdasarkan
dengan asas “’contrarius actus”. Berarti, setiap peralihan, penarikan suatu
peraturan pelaksana perundang-undangan, hanya dapat dilaksanakan oleh
pejabat yang memutuskan peraturan yang dimaksudkan, dan dilaksanakan
dengan aturan yang sebanding atau yang lebih tinggi.

3. Sedangkan pada mandat, proses penyerahan yang berhubungan dengan
atasan dan bawahan yang bersifat rutin. Dan tanggungjawab tetap pada
pemberi mandat tersebut. Setiap saat yang memberi mandat bisa

memanfaatkan kewenangan yang diserahkan?,

1% M. Hadjon Philipus, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada
University, 2008), him 87.
20 M. Hadjon Philipus, Pengantar Hukum Perizinan (Surabaya: Yuridika, 1993), him. 12.
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2.1.3 Kewenangan Pengelolaan Sampah

Kewenangan pengelolaan sampah di Indonesia diatur melalui berbagai

peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kewenangan ini terbagi secara hirarkis

antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah

kabupaten/kota.

1. Pemerintah Pusat Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk
menetapkan kebijakan nasional terkait pengelolaan sampah, termasuk
norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah. Selain itu,
pemerintah pusat juga bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah, serta
mengembangkan sistem pengelolaan sampah nasional. Kebijakan ini
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah provinsi memiliki kewenangan
untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pengelolaan sampah antar
kabupaten/kota dalam wilayah provinsinya. Selain itu, pemerintah provinsi
juga berperan dalam pembinaan teknis serta memberikan fasilitasi
pengelolaan sampah antar daerah yang berdekatan, terutama dalam hal
pengelolaan sampah lintas kabupaten atau kota.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan langsung dalam
pengelolaan sampah di tingkat lokal, yang mencakup tugas-tugas
operasional seperti penyusunan kebijakan daerah pengelolaan sampah,
penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah (tempat pembuangan
sementara, pengangkutan sampah, serta tempat pembuangan akhir), serta

pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampabh.

2.2 Konsep Pengelolaan
2.2.1 Pengertian Pengelolaan Secara Umum
Pengelolaan merupakan suatu proses yang berfungsi untuk merumuskan
kebijakan dan tujuan suatu organisasi, serta memberikan pengawasan terhadap

semua aspek yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan
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tersebut.2!Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan adalah
proses, cara, atau tindakan dalam mengelola; kegiatan tertentu yang melibatkan
penggerakan orang lain; serta proses yang membantu dalam merumuskan
kebijakan dan tujuan organisasi, serta memberikan pengawasan terhadap semua
hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Menurut James A.F. Toner, pengelolaan adalah proses perencanaan,
pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi anggota suatu organisasi dengan
menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang
telah ditetapkan.

Menurut Soekanto, pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari
proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerakan, hingga dengan

proses terwujudnya tujuan.

2.2.2 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang terencana, komprehensif,
dan berkelanjutan, yang mencakup upaya untuk mengurangi serta menangani
sampah.??

Pengelolaan sampah, menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, adalah suatu kegiatan yang
terstruktur, komprehensif, dan berkelanjutan, yang mencakup pengurangan
serta penanganan sampah. Undang-undang ini menekankan perlunya
pergeseran dari pola pengelolaan sampah konvensional menuju pendekatan
yang lebih fokus pada pengurangan dan penanganan sampah. Dalam konteks
pengurangan sampah, Pasal 20 menyebutkan bahwa hal ini mencakup
pembatasan jumlah sampah yang dihasilkan, daur ulang, dan pemanfaatan
kembali sampah, yang dikenal dengan istilah 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle).

Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini juga terdapat dalam Peraturan

2L Arifin, R., & Latif, N. “Sistem Informasi Pengelolaan Surat Menyurat Berbasis Web Pada
Kantor Balai Latihan Masyarakat Makassar”. Inspiration: Jurnal Teknologi Informasi dan
Komunikasi, (2020). Vol.10. No.(1), 68-76. HIm 69

22 Septiani, U., Najmi, N., & Oktavia, R. “Eco Enzyme: Pengolahan sampah rumah tangga
menjadi produk serbaguna di Yayasan Khazanah Kebajikan”. In Prosiding Seminar Nasional
Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ (Vol. 1, No. 1). (2021, October). HIm 2
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Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenisnya.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan pendekatan 3R
merupakan paradigma baru dalam pengelolaan sampah, yang lebih menekankan
pada pengurangan sampah dengan memperhatikan perilaku konsumtif
masyarakat serta kesadaran akan dampak lingkungan akibat sampah.
Masyarakat berperan penting dalam keberhasilan paradigma baru ini, dan
program-program tersebut tidak akan mencapai hasil yang diinginkan tanpa
partisipasi aktif masyarakat dalam mengubah perilaku mereka.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2008, tujuan pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber
daya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya melalui metode 3R,
yang terdiri dari:

1. Bank Sampah
a) Unit Bank Sampah
b) Bank Sampah Induk
2. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Sampah
a) Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (TPS 3R)
b) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
c) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
3. Fasilitas Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
a) Pusat Daur Ulang (PDU)
b) Intermediate Treatment Facility (ITF) non-insinerator
c) Fasilitas biodigester
d) Fasilitas refuse-derived fuel (RDF)
e) Fasilitas insinerator
f) Fasilitas dengan teknologi gasifikasi
g) Fasilitas dengan teknologi pirolisis
4. Fasilitas Pengelolaan Sampah Organik
a) Komposting skala kecil

b) Rumah kompos/fasilitas pengomposan skala besar
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c) Pusat Olah Organik (POO)

5. Pengelolaan Kreatif dan Sektor Informal
a) Produk kreatif dari sampah
b) Sektor informal (pengepul/lapak)

Penyediaan fasilitas-fasilitas ini merupakan tanggung jawab pemerintah
untuk mendukung sistem pengelolaan sampah nasional yang terintegrasi,
efektif, dan berkelanjutan. Ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat
untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah sesuai dengan prinsip 3R,
sehingga menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah adalah elemen penting dalam
mendukung penerapan prinsip reduce, reuse, recycle (3R) dalam pengelolaan
sampah. Namun, keberhasilan pengelolaan sampah berbasis 3R tidak hanya
bergantung pada peran pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat
penting untuk mendukung program pengelolaan sampah. Masyarakat dapat
berkontribusi dalam pengelolaan sampah yang diadakan oleh pemerintah
dan/atau pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Bab X Pasal 29 Ayat
(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah. Selain itu, peran masyarakat juga diatur dalam Bab XI
Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa:

1. Hak dan Kesempatan Masyarakat
Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Bentuk Peran Masyarakat
Peran masyarakat dapat diwujudkan melalui:
a) pengawasan sosial;
b) memberikan saran, pendapat, usul, keberatan, atau pengaduan; dan/atau
¢) menyampaikan informasi dan laporan.
3. Tujuan Peran Masyarakat
Peran aktif masyarakat bertujuan untuk:
a) meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup;
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b) mendorong kemandirian, pemberdayaan, dan kemitraan masyarakat;

c) mengembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

d) meningkatkan respons masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial;
dan

e) menjaga serta mengembangkan budaya dan kearifan lokal untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Dengan adanya sinergi antara peran pemerintah dan partisipasi
masyarakat, pengelolaan sampah berbasis 3R dapat berjalan dengan optimal,
sehingga menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi dua kategori: pengurangan sumber
sampah dan penanganan sampah. Dalam pengurangan sumber sampah,
masyarakat dapat melakukan berbagai upaya untuk mengurangi timbulan
sampah dari asalnya, seperti menghindari produk yang menghasilkan banyak
sampah, membeli produk yang dapat diisi ulang, dan mengganti barang sekali
pakai dengan barang yang dapat digunakan berulang kali.

Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam
pengelolaan sampah untuk mencapai prinsip 3R, sehingga menciptakan
lingkungan yang sehat dan bebas dari penyakit. Pengelolaan sampah ini menjadi

tanggung jawab bersama kita semua.

2.3 Sampah
2.3.1 Pengertian Sampah
Sampah adalah bagian dari sesuatu yang tidak digunakan, tidak
diinginkan, atau harus dibuang, yang biasanya berasal dari aktivitas manusia
(termasuk kegiatan industri), tetapi tidak bersifat biologis (karena limbah
manusia tidak termasuk di dalamnya) dan umumnya berbentuk padat.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sampah adalah barang
atau benda yang dibuang karena sudah tidak terpakai lagi, termasuk kotoran
seperti daun dan kertas. Sementara itu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia

(WHO), sampah adalah bahan-bahan yang tidak diinginkan, tidak berguna, dan

23 Ambina, D. G. ”Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah”. Bina Hukum Lingkungan, 3(2), 171-185. . (2019) HIm 172
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dibuang dari suatu lokasi. Contoh sampah meliputi sampah rumah tangga,
sampah industri, dan sampah medis. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa dari kegiatan sehari-hari manusia
dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Dengan demikian, sampah
merupakan hasil dari aktivitas manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang
sudah tidak diperlukan lagi.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat tiga jenis sampah yang
diatur dalam undang-undang, yaitu: a. Sampah rumah tangga; b. Sampah
sejenis sampah rumah tangga; dan c. Sampah spesifik.

Sampah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan
sehari-hari di rumah tangga, yang tidak termasuk sampah spesifik dan tinja.
Menurut KBBI, sampah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari
buangan kegiatan rumah tangga dan sanitasi manusia yang dilakukan secara
rutin.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sampah rumah
tangga didefinisikan sebagai sampah yang berasal dari aktivitas sehari-hari di
rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sementara itu, definisi sampah sejenis rumah tangga tidak dijelaskan
secara rinci dalam peraturan tersebut. Namun, sampah sejenis rumah tangga
memiliki karakteristik yang mirip dengan sampah rumah tangga, tetapi berbeda
dalam hal sumbernya. Sampah ini berasal dari area komersial, industri,
kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga.

Perbedaan sumber sampah ini sangat penting untuk mendukung

kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang efektif, sehingga setiap jenis
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sampah dapat dikelola sesuai dengan karakteristiknya. Sampah spesifik adalah
jenis sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, serta sampah
yang dihasilkan dari bencana atau kegiatan yang tidak rutin.?* Menurut Pasal 1
Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, sampah spesifik didefinisikan sebagai
sampah yang memerlukan pengelolaan khusus karena sifat, konsentrasi,
dan/atau volumenya.

Definisi lebih lanjut mengenai sampah spesifik diatur dalam Pasal 2 Ayat
(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah, yang menyatakan bahwa: a. Sampah yang mengandung
bahan berbahaya dan beracun; b. Sampah yang mengandung limbah bahan
berbahaya dan beracun; c¢. Sampah yang dihasilkan akibat bencana; d. Puing-
puing dari pembongkaran bangunan; e. Sampah yang secara teknologi belum

dapat diolah; dan/atau f. Sampah yang dihasilkan secara tidak teratur.

2.3.2 Sifat dan Karakteristik Sampah
Karakteristik sampah dapat dibagi menjadi beberapa aspek sebagai
berikut:

a) Sampah Basah: Jenis sampah ini terdiri dari sisa potongan hewan atau
sayuran yang dihasilkan dari pengolahan, pembuatan, dan penyediaan
makanan, dan sebagian besar terdiri dari zat-zat yang mudah membusuk.

b) Sampah Kering: Sampah ini mencakup bahan yang dapat terbakar dan yang
tidak dapat terbakar, yang berasal dari rumah tangga, pusat perbelanjaan,
dan kantor.

c) Abu: Sampah ini berasal dari sisa pembakaran bahan yang mudah terbakar,
seperti yang dihasilkan dari rumah, kantor, atau pabrik.

d) Sampah Jalanan: Sampabh ini dihasilkan dari pembersihan jalan dan trotoar,
baik dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin, dan terdiri dari
kertas, dedaunan, dan lainnya.

e) Bangkai Binatang: Jenis sampah ini berupa sisa-sisa biologis yang berasal

24 Cundari, L., Arita, S., Komariah, L. N., Agustina, T. E., Bahrin, D., Teknik, J., & No, K.
“Pelatihan dan pendampingan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos di desa
burai”. Jurnal Teknik Kimia, V0l.25. No.(1), 5-12. HIm 6
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dari bangkai hewan yang mati karena faktor alam, penyakit, atau
kecelakaan.

f) Sampah Rumah Tangga: Ini adalah sampah campuran yang terdiri dari
rubbish, garbage, dan abu yang berasal dari daerah perumahan.

g) Bangkai Kendaraan: Sampah ini berasal dari bangkai kendaraan seperti
mobil, truk, dan kereta api.

h) Sampah Industri: Merupakan sampah padat yang dihasilkan dari industri
pengolahan hasil bumi, tumbuh-tumbuhan, dan industri lainnya.

i) Sampah Pembangunan: Sampah ini dihasilkan dari proses pembangunan
gedung, rumah, dan sejenisnya, yang berupa puing-puing, potongan kayu,
besi beton, bambu, dan lainnya.

j) Sampah Khusus: Jenis sampah ini memerlukan penanganan khusus, seperti

kaleng cat, film bekas, zat radioaktif, dan lain-lain (Mukono, 2006).

2.3.3 Jenis Sampah

Menurut Soemirat Slamet (2009), sampah dapat dibedakan berdasarkan
sifat biologisnya, yang mengarah pada pengelolaan yang berbeda. Terdapat
sampah yang dapat membusuk, seperti sisa makanan, daun, sampah kebun, dan
limbah pertanian. Selain itu, ada juga sampah yang berupa debu dan sampah
yang berbahaya bagi kesehatan, seperti limbah industri yang mengandung zat
kimia atau zat fisik berbahaya.

Sementara itu, menurut Amos Noelaka (2008), sampah dibagi menjadi
tiga kategori:

1. Sampah Organik: Sampah organik adalah barang yang dianggap tidak
terpakai dan dibuang oleh pemiliknya, tetapi masih dapat dikelola dan
dimanfaatkan dengan cara yang benar. Sampah ini mudah terurai secara
alami dan mencakup sisa daging, sisa sayuran, daun, dan sampah kebun
lainnya.

2. Sampah Nonorganik: Sampah nonorganik terdiri dari bahan-bahan
nonhayati, baik yang berupa produk sintetis maupun hasil dari proses
pengolahan bahan tambang. Sampah ini sulit membusuk dan mencakup
kertas, plastik, logam, karet, abu, gelas, dan bahan bangunan bekas. Contoh

sampah nonorganik di tingkat rumah tangga termasuk botol plastik, botol
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kaca, tas plastik, dan kaleng.

3. Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun): Sampah B3 terdiri dari zat
Kimia organik dan anorganik serta logam berat, yang umumnya berasal dari
limbah industri. Pengelolaan sampah B3 tidak boleh dicampurkan dengan
sampah organik dan nonorganik. Biasanya, ada lembaga khusus yang
dibentuk untuk mengelola sampah B3 sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

2.4 Sampah yang Mengandung B3
2.4.1 Pengertian Sampah yang Mengandung B3

Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014, yang dimaksud
dengan sampah B3 adalah “sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang
mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau
konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup dan atau
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia
serta mahluk hidup lain.”

Materi yang karena konsentrasi dan atau sifat dan atau jumlahnya
mengandung B3 dan membahayakan manusia, mahluk hidup dan lingkungan,
apapun jenis sisa bahannya. Sampah B3 didefinisikan sebagai Sampah padat
atau kombinasi dari Sampah padat yang karena jumlah, konsentrasinya, sifat
fisik, kimia maupun yang bersifat infeksi yang dapat menyebabkan kematian
dan penyakit yang tidak dapat pulih, yang substansinya dapat membahayakan
bagi kesehatan manusia atau lingkungan dikarenakan pengelolaan yang tidak

tepat, baik itu penyimpanan, transportasi, ataupun dalam pembuangannya.

2.4.2 Sifat dan Karakteristik Sampah yang Mengandung B3

Sampah Beracun adalah Sampah yang mengandung pencemar yang
bersifat racun bagi manusia dan lingkungan yang dapat menyebabkan kematian
atau sakit yang serius apabila masuk kedalam tubuh melalui pernafasan, kulit,
dan mulut. Indikator racun yang digunakan adalah Toxicity Characteristics
Leaching Pocedure (TCLP) seperti tercantum dalam PP No. 101 tahun 2014

pasal 5 yang menjelaskan tentang karaktersitik Sampah B3 ada 6, yaitu :
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a. Mudah meledak
b. Mudah terbakar
c. Reaktif

d. Infeksius

e. Korosif

Sampah B3 merupakan sampah yang mengandung merkuri dan
dikategorikan beracun serta berbahaya bagi manusia. Contoh dari sampah B3
yaitu kaleng bekas cat dan keleng bekas minyak wangi. Sampah jenis ini
biasanya merupakan sisa dari pengolahan bahan kimia yang berbahaya. Jenis
sampah B3 sendiri meliputi:

1. Sumber tidak spesifik: Limbah yang berasal dari kegiatan pemeliharaan
alat, pelarutan kerak, mencuci, dan lain-lain.

2. Sumber spesifik: Limbah yang berasal dari proses industri (kegiatan
utama).

3. Sumber lain: Limbah yang berasal dari sumber tak terduga seperti produk
yang kedaluwarsa, sisa kemasan, dan buangan produk yang tidak
memenuhi spesifikasi

Sampah basah juga disebut sampah yang mudah membusuk (garbage)
karena aktivitas mikroorganisme, seperti daun, batang dan ranting pohon, sisa
sayur mayur, buah-buahan, kayu bekas bangunan, bangkai binatang, dsb.

Sampah kering juga disebut sampah yang sulit membusuk (refuse) seperti

kertas, plastik, potongan kain, logam, gelas, karet. Beragamnya jenis sampah

akibat sifat konsumtifnya manusia. Semakin banyak kegiatan atau aktivitas
manusia maka semakin banyak populasi sampah yang ada dan beragam

jenisnya.

2.5 Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3
2.5.1 Konsep Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3

Pengelolaan sampah yang mengandung B3 menurut Peraturan
Pemerintah No 22 tahun 2021 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup
reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,

pengolahan, dan penimbunan sampah yang mengandung B3. Tujuan



21

pengelolaan sampah yang mengandung B3 adalah untuk mencegah dan

menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang

diakibatkan oleh sampah yang mengandung B3 serta melakukan pemulihan

kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya

Kembali.

1. Pengurangan
Pengurangan adalah kegiatan penghasil sampah yang mengandung B3
untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun
dari sampah yang mengandung B3 sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan
atau usaha. Pengurangan dapat dilakukan melalui substitusi bahan,
modifikasi proses atau penggunaan bahan yang ramah lingkungan.

2. Penyimpanan
Penyimpanan adalah aktivitas menampung sampah yang mengandung B3
sementara hingga jumlahnya cukup untuk diangkut atau diolah, dengan
tujuan efisiensi ekonomi. Penyimpanan dalam jumlah besar dapat
dikumpulkan di tempat pengumpulan sampah. Baik sampah cair maupun
padat bisa disimpan; sampah cair dapat dimasukkan ke dalam drum dan
disimpan di gudang yang terlindung dari panas dan hujan. Sementara itu,
sampah yang mengandung B3 padat atau berlumpur disimpan dalam bak
penimbun yang dasarannya dilapisi dengan bahan kedap air.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, lokasi
penyimpanan sampah yang mengandung B3 berupa bangunan harus
memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

1. Penerangan dan ventilasi yang memadai.

2. Mampu melindungi sampah yang mengandung B3 dari hujan dan sinar
matahari.

3. Saluran drainase dan bak penampung.

4. Alat pemadam api dan alat penanggulangan keadaan darurat lainnya
yang sesuai.

Selain itu, bangunan penyimpanan harus memiliki:

a. Rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis,

karakteristik, dan jumlah sampah yang mengandung B3 yang dihasilkan
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atau disimpan.

b. Terlindung dari air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Dibuat tanpa plafon dan memiliki sistem ventilasi udara untuk mencegah
akumulasi gas di dalam ruang penyimpanan serta memasang kasa atau
bahan lain untuk mencegah masuknya hewan ke dalam ruang
penyimpanan.

d. Memiliki sistem penerangan yang memadai dengan lampu penerangan
dipasang minimum 1 meter di atas kemasan dan saklar dipasang di luar
bangunan.

e. Dilengkapi dengan sistem penangkal petir.

f. Bagian luar tempat penyimpanan dilengkapi dengan simbol sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

g. Lantai bangunan penyimpanan harus kedap air, tidak bergelombang,
kuat, dan tidak retak.

3. Pewadahan
Bahan yang digunakan untuk wadah dan sarana lainnya dipilih berdasarkan
karakteristik buangan. Contoh untuk buangan yang korosif disimpan dalam
wadah yang terbuat dari fiber glass. Pedoman umum jenis kontainer yang
dipakai sesuai dengan karakteristik buangan, dan tipe drum yang umum
dipakai untuk pewadahan B3. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi?
adalah:

a. Bahan kontainer harus sesuai dengan karakter dari sampah yang
mengandung B3.

b. Semua kontainer harus disimpan di areal yang tertutup untuk
melindungi dari hujan dan berventilasi.

c. Lantai dasar bangunan harus kedap air untuk menghindari meresapnya
ceceran atau bocoran.

d. Drum yang berisi sampah yang bisa bereaksi harus disimpan terpisah,
untuk mengurangi kemungkinan kebakaran, ledakan, dan atau keluarnya

gas beracun.

%5 Niken Hayudanti Anggarini, Megi Stefanus, and Prihatiningsih, “Pengelolaan Dan Karakterisasi
Sampah yang mengandung B3 Di Pair Berdasarkan Potensi Bahaya,” Beta Gamma 5, no. 1 (2014).
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e. Semua drum yang disimpan harus dalam keadaan baik yaitu tertutup dan
tidak bocor.

f. Semua drum harus diberi label yang memuat informasi jelas tentang
pernyataan bahwa sampah adalah B3.

4. Pelabelan

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9

Tahun 2024, pelabelan sampah yang mengandung B3 harus memenuhi

beberapa persyaratan. Berikut adalah detail persyaratan pelabelan sampah

yang mengandung B3 menurut peraturan tersebut:

1. Simbol dan Label: Semua drum yang berisi sampah yang mengandung
B3 harus diberi label yang memuat informasi jelas tentang pernyataan
bahwa sampah tersebut adalah B3.

2. Karakteristik Sampah: Label harus mencakup karakteristik sampah yang
mengandung B3, seperti simbol yang sesuai dengan jenis sampah
tersebut.

3. Informasi Lengkap: Label harus memuat informasi yang lengkap dan
jelas tentang jenis sampah, karakteristik, dan peringatan yang diperlukan
untuk keselamatan.

Dengan demikian, pelabelan sampah yang mengandung B3 harus dilakukan

dengan cara yang jelas dan lengkap untuk memastikan keselamatan dan

kesehatan masyarakat.
5. Pengumpulan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, pengumpulan

sampah yang mengandung B3 melibatkan kegiatan mengumpulkan sampah

dari penghasil sampah yang mengandung B3 sebelum diserahkan kepada
pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun sampah yang mengandung B3.

Pengumpul adalah badan usaha yang melakukan pengumpulan sampah

yang mengandung B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan, pemanfaatan,

dan/atau penimbunan. Setiap orang yang menghasilkan sampah yang
mengandung B3 wajib melakukan pengumpulan sampah yang
dihasilkannya. Pengumpulan sampah dilakukan dengan segregasi sampah

yang mengandung B3 dan penyimpanan sampah yang mengandung B3.



24

Segregasi sampah yang mengandung B3 dilakukan sesuai dengan nama
sampah yang mengandung B3 dan karakteristiknya.
6. Pengangkutan
Apabila tidak ditangani di tempat, sampah yang mengandung B3 diangkut
ke sarana penyimpanan, pengolahan, atau pembuangan akhir. Sarana
pengangkutan yang dipakai untuk mengangkut sampah yang mengandung
B3 meliputi truk, kereta api, dan kapal. Pengangkutan sampah yang
mengandung B3 dilakukan dengan mengemas sampah ke dalam kontainer,
yaitu drum dengan kapasitas 200 L untuk sampah cair dan lugger box dari
baja untuk sampah padat. Untuk menjaga agar sampah yang mengandung
B3 ditangani sesuai prosedur yang benar, harus dilakukan sejak sumber
sampai ke tempat pembuangan akhir dengan menggunakan sistem
tracking.?®
7. Pengolahan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, pengolahan sampah
yang mengandung B3 adalah kegiatan untuk mengurangi dan/atau
menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun. Kegiatan ini wajib
dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan sampah yang mengandung
B3. Jika penghasil sampah yang mengandung B3 tidak mampu melakukan
pengolahan sendiri, maka pengolahan sampah yang mengandung B3
diserahkan kepada pengolah sampah yang mengandung B3. Pengolahan
sampah yang mengandung B3 dapat dilakukan dengan cara termal,
stabilisasi dan solidifikasi, serta cara lain yang sesuai dengan perkembangan
teknologi. Pengolahan sampah yang mengandung B3 dilakukan dengan
mempertimbangkan ketersediaan teknologi dan standar lingkungan hidup

atau baku mutu lingkungan hidup.

2.5.2 Prinsip-prinsip Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 yang
Baik
1. Reduce

Reduce adalah sebuah tindakan untuk mengurangi penggunaan barang.

% Padmaningrum, “Penanganan Sampah Laboraturium Kimia,” 2010.
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Hal ini karena ketika kita sebagai manusia semakin banyak menggunakan
material dalam kehidupan, maka akan semakin banyak pula sampah yang
dihasilkan. Mengurangi atau menghemat pemakaian barang, seperti
membawa kantong plastik sendiri dari rumah ketika akan berbelanja,
penanganansehingga ketika pulang tidak menambah volume sampah.

Sebagai contoh dari adanya kegiatan "reduce" adalah mengganti
penggunaan kantong plastik sekali pakai menjadi kantong belanja ramah
lingkungan. Saat ini, di beberapa daerah di Indonesia, sudah ada dukungan
untuk program pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dengan
menggantikannya dengan kantong belanja ramah lingkungan. Jika program
ini bisa berjalan dengan durasi waktu yang panjang serta tepat sasaran,
tentunya kondisi bumi juga akan lebih baik lagi.

2. Reuse

Reuse adalah suatu tindakan untuk menggunakan barang-barang yang
masih bisa dipakai kembali. Untuk memaksimalkan prinsip "reuse™ ini, dapat
dimulai menghindari penggunaan barang sekali pakai seperti kantong plastik
sekali pakai. Menggunakan atau memakai kembali barang-barang yang
dianggap sudah tidak berguna, seperti memanfaatkan gelas plastik bekas air
mineral untuk pot tanaman, atau menggunakan kemasan minyak goreng atau
pewangi pakaian sebagai bahan dasar pembuatan payung.

Sebagai contoh, ketika kita memiliki botol minum dengan label
segitiga, sebaiknya kita tidak langsung membuang botol minum tersebut. Hal
ini karena kita masih menggunakannya kembali, setidaknya dalam pemakaian
tiga kali maksimalnya. Dengan melakukan tindakan ini secara berkala,
tentunya sampah plastik yang dihasilkan oleh botol bekas minum tidak akan
sebegitu banyak seperti waktu-waktu sebelumnya. Selain itu, kita juga bisa
menggunakan tas belanja ramah lingkungan atau totebag yang bisa digunakan
berkali-kali.

3. Recycle

Recycle adalah suatu tindakan untuk melakukan daur ulang barang

yang sudah tidak berguna menjadi barang yang lebih bermanfaat kembali.

Mendaur ulang kertas, mengolah sampah menjadi pupuk organik atau
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kompos, dan mendirikan bank sampah untuk menampung sampah plastik
atau sampah dengan nilai jual agar dapat didaur ulang oleh produsen.
Sebagai contoh, adanya bank sampah di setiap perkampungan
merupakan contoh yang baik. Tujuan bank sampah adalah sebagai tempat
penampungan sampah tidak berguna untuk diubah kembali menjadi barang
yang lebih bermanfaat. Secara mudahnya, prosedur dalam bank sampah
adalah masyarakat akan mengumpulkan sampah yang sudah dipisah seperti
sampah organik dan sampah anorganik.
4. Replant
Replant adalah proses menanam kembali tumbuhan atau pohon di area
yang sebelumnya telah mengalami penebangan, penggundulan, atau
kerusakan. Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan ekosistem, meningkatkan
keanekaragaman hayati, dan memperbaiki kondisi lingkungan yang
terdegradasi. Menanam kembali sisa bahan pangan, terutama sayuran yang bisa
ditanam untuk keperluan sehari-hari, sehingga dapat menghemat pengeluaran.
Selain itu, menanam tanaman langka, tanaman obat, dan lain-lain.
Sebagai contohnya adalah beralih menggunakan kendaraan pribadi
dengan menggunakan sepeda atau kendaraan umum. Lalu bisa juga mengganti

Styrofoam dengan daun pisang untuk membungkus makanan.?’

2.5.3 Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Universitas

Lampung

Berdasarkan Undang Undang (2008) Tempat Pengolahan Sampah
Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, pendaur ulangan, dan pemrosesan akhir sampah. Hal ini
bertujuan untuk mengolah sampah dan memanfaatkannya kembali sehingga
dapat mereduksi sampah yang dihasilkan. Berdasarkan Permen PU (2013)
pada pasal 28 disebutkan bahwa pengolahan sampah meliputi kegiatan

pemadatan, pengomposan dan daur ulang materi.

21 Lilla Puji Lestari et al., “Pengolahan Metode 4R Dan Bank Sampah Untuk Menjadikan
Lingkungan Bersih, Sehat Dan Ekonomis,” Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 1 (2020): 1-6.
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Pengenalan bank sampah di kampus merupakan langkah besar menuju
pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan. Inisiatif ini tidak hanya menangani
masalah pengelolaan sampah yang mendesak tetapi juga menanamkan
pelajaran berharga dalam pengurangan sampah, daur ulang, dan konsumsi
yang bertanggung jawab di antara mahasiswa, dosen, dan staf. Dengan
menyediakan platform nyata untuk pemilahan sampah dan daur ulang, bank
sampah kampus memberdayakan individu untuk mengambil peran aktif dalam
memitigasi degradasi lingkungan.

Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Universitas Lampung,
turut hadir dengan visi misi yang menunjang Universitas dalam menangani
kerusakan terhadap lingkungan dan ekosistem terkait timbulan sampah, yakni
memiliki visi menjadi salah satu kampus yang berkomitmen dan berkontribusi
dalam menghijaukan kampus dan pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis
riset. Salah satu tujuan utama bank sampah kampus adalah mendorong
pemilahan sampah di sumbernya. Melalui program berbasis 3R (Reduce,
Reuse, Recyle), penerapan teknologi, dan pengelolaan sampah dengan metode
pirolisis, TPST UNILA turut serta dalam hal efisiensi proses pengelolaan
sampah dan memfasilitasi daur ulang material berharga, sehingga mengurangi
volume sampah yang ada di lingkup Universitas Lampung untuk menciptakan
kondisi lingkungan kampus yang bersih dan nyaman.

langkah-langkah yang diambil oleh UNILA dalam pengelolaan sampah
di TPST juga memperkuat posisi universitas dalam Greenmetric World
University Rankings. Greenmetric merupakan peringkat universitas-
universitas di seluruh dunia berdasarkan Kkriteria-kriteria lingkungan, di
antaranya adalah pengelolaan sampah. Dengan menerapkan praktik-praktik
berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan, UNILA dapat
meningkatkan peringkatnya dalam Greenmetric dan menjadi teladan bagi

institusi pendidikan lainnya.



BAB Il1
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah

yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk

mempelajari satu atau beberapa jenis gejala hukum tertentu melalui analisis.?®

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif
Pendekatan yuridis normatif adalah metode yang dilakukan dengan
mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku
yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian. Ini mencakup
peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain
yang relevan dengan Pengelolaan sampah yang Mengandung Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) di Universitas Lampung.

2. Pendekatan Yuridis Empiris
Pendekatan yuridis empiris adalah metode yang dilakukan dengan cara
mengamati kenyataan langsung di lapangan dan berinteraksi dengan pihak
yang kompeten di lokasi penelitian. Selain itu, metode ini juga mencakup
pengumpulan informasi yang berhubungan dengan permasalahan
Pengelolaan sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3) di Universitas Lampung.

3.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini melibatkan wawancara dengan pihak terkait,
observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Bapak
Dr. Ir. Ofik Taupik Purwadi, S.T., M.T selaku Ketua Bidang TPST

Universitas Lampung untuk memahami perspektif dan pengalaman langsung

28 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
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mereka dalam pengelolaan sampah yang mengandung B3. Observasi

lapangan dilakukan untuk memantau proses pengumpulan sampah dan

pengolahan di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), serta untuk

mengamati kerja sama antara unit-unit yang terkait. Dokumentasi meliputi

Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan pengelolaan sampah, dan

dokumen pajak dan perizinan.

2.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data

sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur serta peraturan

perundang-undangan. Data sekunder ini dapat menghasilkan bahan hukum

sekunder. Data sekunder terdiri atas:

a)

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

Bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah Yang
Mengandung Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Sampah Bahan

Berbahaya Dan Beracun.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer seperti literatur, makalah, dan lain-lain
yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan seperti kamus yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview):
Wawancara mendalam dilakukan untuk memahami perspektif dan
pengalaman langsung dari pihak terkait, seperti pengelola sampah, dosen,
mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Metode ini membantu
mengumpulkan data yang lebih mendalam dan spesifik tentang proses
pengelolaan sampah yang mengandung B3 di Universitas Lampung.

2. Observasi Lapangan (Field Observation):
Observasi lapangan dilakukan untuk memantau proses pengumpulan
sampah dan pengolahan di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST).
Metode ini membantu mengumpulkan data tentang bagaimana proses
pengelolaan sampah yang mengandung B3 dilaksanakan secara langsung.

3. Studi Dokumentasi (Document Study):
Studi dokumentasi melibatkan analisis dokumen-dokumen yang relevan
seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan pengelolaan sampah,
dan dokumen pajak dan perizinan. Metode ini membantu memahami
kebijakan, strategi, dan praktik pengelolaan sampah yang mengandung B3

yang telah diimplementasikan di Universitas Lampung.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami
fenomena sosial dan perilaku melalui pengumpulan data yang tidak terstruktur.
Dalam penelitian ini, analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan sampah yang
mengandung B3 di Universitas Lampung. Proses reduksi data melibatkan
pengurangan jumlah data yang dikumpulkan menjadi bentuk yang lebih
sederhana dan lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini, reduksi data
dilakukan melalui pengelompokan tema-tema yang muncul dari wawancara,
observasi lapangan, dan dokumentasi. Data yang telah direduksi kemudian
disajikan dalam bentuk yang sistematis untuk memudahkan analisis lebih

lanjut.



BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik Kesimpulan

sebagai berikut :

1. Pengelolaan sampah yang mengandung B3 di Universitas Lampung telah
menunjukkan kemajuan, terutama dalam hal dokumentasi dan kerja sama
dengan mitra pengolah. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama
dalam hal kebijakan internal, sistem pemilahan, dan fasilitas TPS. Dengan
menerapkan pendekatan yuridis normatif dan empiris secara bersamaan,
Universitas Lampung dapat memastikan bahwa pengelolaan sampah yang
mengandung B3 dilakukan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan yang
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

2. Universitas Lampung telah berusaha menjalankan pengelolaan sampah yang
mengandung B3 sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Namun,
implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi
infrastruktur, biaya, maupun pengawasan. Diperlukan komitmen yang lebih
besar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, seperti penyediaan fasilitas
yang sesuai standar, pelatihan untuk tenaga pengelola, serta koordinasi yang
lebih efektif dengan pihak-pihak terkait. Dengan demikian, pengelolaan sampah
yang mengandung B3 di Universitas Lampung dapat berjalan lebih optimal,
mendukung tujuan perlindungan lingkungan, dan memberikan contoh

pengelolaan yang baik bagi institusi lainnya.
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai

berikut:

1. Universitas Lampung harus terus gencar memberikan sosialisasi yang lebih
menarik agar masyarakat tergerak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan
sampah yang mengandung B3 melalui pengelolaannya. Universitas Lampung
dapat mencanangkan kegiatan-kegiatan inovatif yang bisa menarik pihak
penghasil sampah yang mengandung B3 agar terus berkontribusi dalam
pengelolaan sampah yang mengandung B3.

2. Universitas Lampung harus memberikan dorongan untuk menghidupkan
kembali program pengelolaan sampah yang mengandung B3 secara optimal.
Dampingan dan pembinaan terkait cara pengelolaan sampah yang mengandung
juga harus terus dilaksanakan agar fasilitasi yang telah tersedia dapat digunakan

secara optimal.
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